REPUBLIK INDONESIA

No.622, 2018 KEMEN-LHK. Pemindahtanganan BMN.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/MENLHK/SETJEN/KAP.3/4/2018
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.44 /Menhut-1I/2008 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/
KAP.3/1/2017 telah ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111/PMK.06/2016  telah  ditetapkan Tata  Cara
Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

c. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan efektivitas
pengelolaan Barang Milik Negara, maka perlu
penyesuaian Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud
dalam huruf a;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
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Mengingat

1.

Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
17);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab
Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
20);
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Menetapkan
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7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman

serta melakukan pengelolaan BMN.

3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan

Penggunaan BMN.

4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya

dengan sebaik-baiknya.
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5.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

6. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu

opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada

saat tertentu.

7.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.

8.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk

uang.

9.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang

10.

11.

12.

13.

14.

dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah, atau antara Pemerintah Pusat dengan pihak lain,
dengan menerima penggantian utama dalam bentuk
barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau
kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan
kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan
yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham
negara atau daerah pada badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya
yang dimiliki negara.

Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian dan
Pemerintah Daerah.

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat BUMN,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang
dipisahkan.

Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

daerah yang dipisahkan.
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15.

16.

17.

18.
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Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Sekretaris Jenderal adalah  Sekretaris Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur
Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup

Kementerian.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara

Pemindahtanganan BMN pada:

a.

b.

Pengguna Barang; dan

Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Ketiga

Umum

Paragraf 1
Pejabat Pelaksana Pengelolaan BMN

Pasal 3

Menteri selaku Pengguna Barang yang dalam menjalankan

kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional

dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

Paragraf 2

Bentuk Pemindahtanganan

Pasal 4

Bentuk Pemindahtanganan BMN, meliputi:

a. Penjualan;

b. Tukar Menukar;
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